BUPATI POSO
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 13 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas sesuai
prinsip dasar Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, meningkatkan semangat
berorganisasi, berbangsa dan bernegara pada Pegawai Negeri
Sipil serta menjamin kelancaran dalam melaksanakan
tugas;

bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi
pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukkan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9679);

4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun
2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 13
Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

a. melakukan  persidangan dan  menetapkan jenis
pelanggaran kode etik;

b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan
tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

¢. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :

Pasal i7

(1) Majelis Kode Etik PNS melakukan pemanggilan secara
tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik untuk dilakukan pemeriksaan dengan format



—““

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum tanggal pemeriksaan.

(3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak
memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan
kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
seharusnya yang bersangkutan  diperiksa pada
pemanggilan yang pertama.

{4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang
bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan
yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar
kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar
PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa
dilakukan pemeriksaan.

(5) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan terhadap
hasil pemeriksaan setelah PNS yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.

(6) Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diambil secara
musyawarahmufakat.

(7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan
suara terbanyak.

(8) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final dan
mengikat.

. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap laporan
dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau
temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode
Etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan
dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian



\

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 20 diubah, sehi
_ , n, P
20 berbunyi sebagai berikut : sea Fasal

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 :

a. anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan,
pendapat, alasan, dan argumentasi.

b. sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan
mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan,
argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

S. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, pejabat yang berwenang menjatuhkan
sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang
lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan PNS
yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik PNS.

{(2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud
ayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan
kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, tidak
ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau
retribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara
menyeluruh, dialihtugaskan ke PD yang lain, dan sanksi
moral tambahan lainnya yang sejenis.

(3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan
penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan
peneémpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Poso.

Ditetepkan di Poso
pada tanggal 2 Desamper 2022

" BUPATI POSO,
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MEMUTUSKAN:

Terlapor :
Nama
NIP
Pangkat/Gol
Unit Kerja

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik

2. Menjatuhkan sanksi

151 o b o C- SRS
DITETAPKAN
PADA
TANGGAL
MAJELIS KODE ETIK
SEKRETARIS KETUA

----------------------------------------------------

BUPATI POSO,




